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Abstrak: Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terpenting dalam pembangunan nasional. 
Sebagai wajib pajak badan, PT. Anugerah Mega lestari yang bergerak dibidang perdagangan peralatan 
medis wajib untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang. Dalam menyusun laporan 
keuangan terdapat perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dan kepentingan perpajakan. Terdapat 
perbedaan pengakuan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan kepentingan fiskal sehingga pajak 
penghasilan perusahaan semakin besar. Pihak perusahaan harus melakukan perencanaan pajak untuk 
meminimalisir pajak terutang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan koreksi 
fiskal yang dilakukan perusahaan dan perlakuan perencanaan pajak yang dapat dilakukan untuk 
meminimalisir pajak terutang perusahaan. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 
dengan menggunakan Pendekatan kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perusahaan telah 
melakukan koreksi fiskal dengan benar dan telah berjalan sesuai dengan Undang – Undang PPh No.36 
Tahun 2008 sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga dapat memperbaiki 
perencanaan pajak perusahaan agar dapat meminimalisir pajak terutang.  
 
Kata kunci:  Koreksi Fiskal dan Meminimalisir Pajak Terutang. 
 
Abstract: Taxes are one of the most important sources of state revenue in the national development. As a 
corporation tax payer, PT. Anugerah Mega Lestari be active in medical equipment required has 
aresponsibility to count, deposit, and to inform the tax payable. However, during composing its report, 
there is difference point of view between Financial Accountancy Standard and taxation policy particularly 
in the areas of cost recognition that drive to bigger corporate tax. The Company, therefore, must have 
planned its tax calculation in order to minimizing tax payable.  Purpose of this research is to acknowledge 
implementation of fiscal correction and tax plan in a company in order to minimize company's tax 
payable. Method of this research is by using qualitative approach, data collection through literature, 
observation, interview as well as documentation. Conclusion raised from this research showed that 
Company has managed its fiscal calculation correctly and meets with Income Tax Regulation No. 36 
Year 2008. The Company also has revised its tax plan accordingly in order to minimize tax payable. 
 
Key Words:  Fiscal correction and Minimizing Tax Payable. 
 
 
1   PENDAHULUAN 
Pada penulisan  ini yang menjadi 
fokus penelitian adalah subyek pajak badan. 
Suatu badan usaha dalam memperhitungkan 
pajak penghasilan yang harus dibayar dapat 
dilihat dari laba yang dihasilkan oleh 
laporan keuangan perusahaan. Laporan 
keuangan disusun oleh manajemen 
perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 
bersama sebagian besar penggunanya. 
Laporan keuangan yang disusun oleh pihak 
manajemen perusahaan bersifat komersial 
atau bisnis yang ditujukan untuk menilai 
kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari 
sektor swasta. Untuk kepentingan komersial 
atau bisnis laporan keuangan disusun 
berdasarkan prinsip yang berlaku umum, 
yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
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yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan 
Indonesia. Sedangkan untuk untuk 
kepentingan fiskal harus disesuaikan 
dengan penghasilan dan biaya-biaya yang 
diperkenankan oleh Undang-undang pajak 
penghasilan badan yang menyebabkan 
adanya perbedaan besarnya pengakuan laba 
usaha.  
Sesuai dengan ketentuan 
perpajakan maka pada akhir tahun buku 
setiap perusahaan akan menghitung dan 
melaporkan kekurangan pajak terutangnya. 
PT Anugerah Mega Lestari merupakan 
salah satu perusahaan dagang di kota 
Palembang yang bergerak di bidang 
distributor alat-alat medis, gigi, dan 
peralatan laboratorium akan menghitung, 
membayar, dan melaporkan Pajak 
Penghasilan (PPh). 
Laporan keuangan untuk jenis 
usaha perdagangan ini sangat 
dimungkinkan terjadinya koreksi fiskal 
karena banyak perbedaan pengakuan pos-
pos biaya maupun penghasilan antara 
Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan 
perpajakan. Pihak manajemen perusahaan 
menemukan adanya biaya-biaya dan 
penghasilan yang tidak diperkenankan 
dalam aturan perpajakan sehingga membuat 
laba kena pajak semakin membesar.  
Dengan melakukan perencanaan pajak, 
perusahaan akan terbantu dalam melakukan 
kegiatan operasi perusahaan dan 
meningkatkan kinerja perusahaan agar 
mendapatkan tingkat laba yang maksimum. 
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis 
tertarik untuk memilih judul penelitian 
mengenai “Analisis Penerapan Koreksi 
Fiskal PPh Badan dalam Meminimalisir 
Pajak Terutang PT. Anugerah Mega  
Lestari.” 
 
2   LANDASAN TEORI 
2.1     Definisi Pajak 
UU No.36 Tahun 2008 tentang 
Ketentuan umum dan tata cara perpajakan 
adalah kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang 
Undang, dengan tidak mendapat timbal 
balik secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
 
2.2  Tarif Pajak Penghasilan Badan 
Sesuai dengan Tarif Pasal 17 
Undang Undang PPh, maka tarif 
penghitungan PPh Badan untuk tahun pajak 
2010 ini adalah tarif tunggal sebesar 25% 
dari Penghasilan Kena Pajak. Dengan 
disempurnakannya Undang-Undang 
Perpajakan, berarti kelemahan-kelemahan 
didalam Undang-Undang dan peraturan 
perpajakan sudah dapat diatasi. Undang-
Undang Pajak Penghasilan pasal 31E 
terdapat fasilitas atas besarnya tarif Wajib 
Badan dalam negeri dengan peredaran bruto 
sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima 
puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas 
berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima 
puluh persen) dari tarif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b 
dan ayat (2a) yang dikenakan atas 
Penghasilan Kena Pajak dari bagian 
peredaran bruto sampai dengan Rp 
4.800.000.000,00 (empat miliar delapan 
ratus juta rupiah). 
 
 2.3   Definisi  Laporan  Keuangan  
Komersial  dan   Laporan Keuangan 
Fiskal 
Laporan keuangan komersial 
adalah laporan keuangan yang disusun 
sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang 
berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan 
informasi keuangan yang bermanfaat bagi 
pemakai dalam rangka pengambilan 
keputusan. 
Laporan keuangan fiskal adalah 
laporan keuangan yang disusun sesuai 
peraturan perpajakan, yang bertujuan untuk 
menyediakan data dan informasi dalam 
menghitung besarnya pajak terutang. 
Undang-Undang pajak tidak mengatur 
secara khusus bentuk dari laporan keuangan 
fiskal, hanya memberikan biaya. 
 
 2.4    Penyebab   Perbedaan   Laporan  
Keuangan  Komersial dan Laporan 
keuangan   
           Fiskal 
Menurut Siti Resmi (2011, h.370) 
dalam bukunya yang berjudul Perpajakan 
Teori dan Kasus Penyebab perbedaan 
laporan keuangan komersial dan fiskal 
adalah karena terdapat perbedaan prinsip 
Hal - 3 
akuntansi, perbedaan metode dan prosedur 
akuntansi, perbedaan pengakuan 
penghasilan dan biaya, serta perbedaan 
perlakuan penghasilan dan biaya. 
2.5    Koreksi Fiskal 
Menurut Agoes dan Estralita 
Trisnawati (2010, h.218) Koreksi Fiskal 
adalah proses penyesuaian atas laba 
komersial yang berbeda dengan ketentuan 
fiskal untuk menghasilkan penghasilan 
net/laba yang sesuai dengan ketentuan 
perpajakan. Dengan dilakukannya proses 
rekonsiliasi fiskal ini, maka Wajib Pajak 
tidak perlu membuat pembukuan ganda, 
melainkan cukup membuat satu pembukuan 
yang didasari Standar Akuntansi Keuangan. 
Setelah itu dibuatkan rekonsiliasi fiskal 
yang akan digunakan sebagai dasar 
perhitungan Pajak Penghasilan.  
2.5.1   Beda Tetap  
Terjadi karena adanya perbedaan 
pengakuan penghasilan dan beban menurut 
akuntansi dengan pajak, yaitu adanya 
penghasilan dan beban yang diakui menurut 
akuntansi komersial namun tidak diakui 
menurut fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap 
mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi 
(pre tax income) berbeda secara tetap 
dengan laba kena pajak menurut fiskal 
(taxable income).   
2.5.2   Beda Temporer 
Menurut Waluyo (2009, h.228) 
dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi 
Pajak” perbedaan temporer dimaksudkan 
sebagai perbedaan antara dasar pengenaan 
pajak (tax base) dari suatu aset atas 
kewajiban dengan nilai tercatat pada aset 
atau kewajiban yang berakibat pada 
perubahan laba fiskal periode mendatang . 
Terjadinya perbedaan tersebut dapat 
bertambah (future taxable amount) atau 
berkurang (future deductible amount) pada 
saat aset dipulihkan atau kewajiban 
dilunasi/dibayar. 
2.5.3   Koreksi Positif 
Koreksi positif terjadi apabila laba 
menurut fiskal bertambah. Koreksi positif 
biasanya dilakukan akibat adanya: 
1.  Beban yang tidak diakui oleh pajak 
(non-deductible expense). 
2.  Penyusutan komersial lebih besar dari 
penyusutan fiskal. 
3.  Amortisasi komersial lebih besar dari 
amortisasi fiskal 
4.  Penyusutan fiskal positif lainnya. 
2.5.4   Koreksi Negatif 
Koreksi negatif terjadi apabila laba 
menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif 
biasanya dilakukan akibat adanya: 
1. Penghasilan yang tidak termasuk objek 
pajak. 
2. Penghasilan yang dikenakan PPh 
bersifat final 
3. Penyusutan komersial lebih kecil 
daripada penyusutan fiskal, 
4. Amortisasi komersial lebih kecil 
daripada amortisasi fiskal. 
5. Penghasilan yang ditangguhkan 
pengakuannya. 
 
2.6    Meminimalisir Pajak Terutang 
Dalam hal perpajakan, setiap 
perusahaan pasti menginginkan agar beban 
pajak yang harus dibayar oleh perusahaan 
dapat seminimum mungkin untuk 
mengoptimalkan laba setelah pajak. Upaya 
untuk meminimalkan pajak sering disebut 
sebagai teknik perencanaan pajak. Teknik 
ini merujuk pada proses rekayasa usaha dan 
transaksi, agar utang pajak berada dalam 
jumlah minimal, tetapi masih dalam bingkai 
peraturan perundangan perpajakan negara 
Indonesia. 
2.6.1   Perencanaan pajak 
Menurut Erly Suandy (2011, h.6), 
perencanaan pajak adalah langkah awal 
dalam manajemen pajak. Pada tahap ini 
dilakukan pengumpulan dan penelitian 
terhadap peraturan perpajakan agar dapat 
diseleksi jenis tindakan penghematan pajak 
yang akan dilakukan. 
2.6.2 Strategi Perencanaan Pajak 
a. Tax saving 
Yaitu upaya wajib pajak 
mengelakkan hutang pajaknya 
dengan jalan menahan diri untuk 
tidak membeli produk – produk 
yang ada pajak pertambahan 
nilainya atau dengan sengaja 
mengurangi jam kerja atau 
pekerjaan yang dapat dilakukannya 
sehingga penghasilannya menjadi 
kecil dan dengan demikian 
terhindar dari pengenaan pajak 
penghasilan yang besar. 
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b. Tax avoidance  
Yaitu upaya wajib 
pajak untuk tidak melakukan 
perbuatan yang dikenakan 
pajak atau upaya-upaya yang 
masih dalam kerangka 
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan untuk 
memperkecil jumlah pajak 
yang terhutang.  
c. Mengindari Pelanggaran Atas 
Peraturan Perpajakan  
Dengan menguasai 
peraturan pajak yang berlaku, 
perusahaan dapat menghindari 
timbulnya sanksi perpajakan 
yaitu :  
1. Sanksi administrasi berupa 
denda, bunga atau kenaikan  
sanksi denda pidana atau 
kurungan. 
2. Menunda Pembayaran 
Kewajiban Pajak  
3. Menunda pembayaran 
kewajiban pajak tanpa 
melanggar peraturan 
berlaku dapat dilakukan 
melalui penundaan 
pembayaran PPN. 
Penundaan ini dilakukan 
dengan menunda 
penerbitan faktur pajak 
keluaran hingga batas 
waktu yang diperkenankan.  
4.  Mengoptimalkan kredit 
pajak yang diperkenankan 
Wajib pajak sering 
kurang memperoleh 
informasi mengenai 
pembayaran pajak yang 
dapat dikreditkan yang 
merupakan pajak dibayar 
dimuka. Misalnya PPh 
Pasal 22 atau pembelian 
solar dan impor dan fiskal 
luar negeri atas perjalanan 
dinas pegawai. 
 
3   METODELOGI PENELITIAN 
3.1    Pendekatan Penelitian 
Menurut Sugiyono (2012, h.8-9) 
pendekatan penelitian terbagi dua macam 
yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan 
kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah 
metode penelitian yang berlandaskan pada 
filsafat postpositivisme, dimana digunakan 
untuk meneliti para kondisi objek yang 
alamiah dimana peneliti sebagai instrument 
kunci dan teknik pengumpulan data 
dilakukan secara triangulasi (gabungan), 
analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan 
hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 
makna dari pada generalisasi. 
Pendekatan kuantitatif adalah 
metode penelitian yang berlandaskan pada 
filsafat positivisme, digunakan untuk 
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 
pengumpulan data menggunakan instrumen 
penelitian, analisis data bersifat 
kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 
menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan maksud 
peneliti dapat mendeskripsikan secara jelas 
dan rinci, serta mendapat data yang 
mendalam dari penelitian tentang analisis 
penerapan koreksi fiskal pajak penghasilan 
badan dalam meminimalisir pajak terutang 
pada PT. Anugerah Mega Lestari. 
3.2    Objek/ Subjek Penelitian       
Pada penelitian ini yang menjadi 
objek penelitian adalah PT. Anugerah Mega 
Lestari karena penelitian ini akan 
menggunakan laporan keuangan perusahaan 
yang bergerak di bidang usaha dagang ini. 
Laporan keuangan  yang dimiliki oleh 
perusahaan yang menjadi subjek dalam 
penelitian ini. 
 
3.3   Pemilihan Informan Kunci 
Informan kunci dalam penelitian ini 
adalah  Manajer dan karyawan Administrasi 
bidang perpajakan. Informan kunci yang 
dipilih oleh peneliti merupakan orang-orang 
yang terkait secara langsung maupun tidak 
langsung dalam penyusunan laporan 
keuangan perpajakan. 
 
3.4    Jenis Data 
Menurut Syamsul (2006, h.39) 
dalam pengumpulan data penelitian, 
terdapat 2 (dua) sumber data penelitian, 
yaitu: data primer dan data sekunder. 
a. Data primer, berupa data yang 
diperoleh langsung dari objek 
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penelitian tanpa melewati 
orang lain ataupun lembaga 
lain. Data yang didapatkan dari 
perpustakaan obyek penelitian 
atau data yang disediakan di 
situs obyek penelitian termasuk 
dalam kelompok data primer. 
b. Data sekunder, berupa data 
yang diperoleh secara tidak 
langsung dari obyek penelitian 
yang dikumpulkan oleh suatu 
lembaga tertentu, seperti : Biro 
Pusat Statistik (BPS) atau 
lembaga-lembaga swasta lain 
dan diterbitkan secara 
berkalauntuk kepentingan 
umum. 
Data yang diambil dalam penelitian 
ini adalah data primer dan data sekunder, 
yaitu melalui teknik wawancara dan 
observasi perusahaan, dimana data akan 
dilakukan pengolahan lebih lanjut oleh 
penulis. Wawancara dilakukan kepada 
pemilik perusahaan, staf keuangan dan 
perpajakan maupun karyawan. Penulis juga 
mendapatkan data yang terdokumentasi di 
perusahaan berupa laporan keuangan 
perusahaan dan akta pendirian perusahaan. 
 
3.5  Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Sugiyono (2006, h.130-
139) Prosedur pengumpulan data yang 
digunakan adalah : 
1. Studi Pustaka, untuk mengkaji 
sumber tertulis yang berasal 
dari PT. Anugerah Mega 
Lestari yang berupa Laporan 
keuangan perusahaan. 
2. Wawancara, dengan 
mengadakan tanya jawab 
dengan bagian akuntansi atau 
perpajakan dan bagian lainnya 
yang berhubungan dengan 
objek penelitian. 
3. Observasi, melakukan 
pengamatan langsung ke PT. 
Anugerah Mega Lestari 
mengenai pajak penghasilan 
yang dibayarkan. 
4. Dokumentasi, melakukan 
pengamatan langsung terhadap 
dokumen-dokumen yang ada 
pada PT. Anugerah Mega 
Lestari. 
 
3.6  Teknik Analisis Data 
Menurut Sugiyono (2006, h.140-
141) Teknik analisis terbagi dua yaitu:  
a. Analisis Kualitatif  
     Analisis kualitatif 
adalah analisis yang tidak dapat 
dinyatakan dalam angka-angka 
dan dapat merupakan jawaban 
dari suatu peristiwa yang sulit 
diukur. 
b. Analisis Kuantitatif 
Analisis kuantitatif adalah analisis 
yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-
angka dan dapat dihitung dengan rumus 
statistik. 
Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisis deskriptif kualitatif yang 
digunakan untuk penelaahan secara 
sistematis dalam melakukan analisis 
koreksi fiskal dalam berbagai prosedur 
yang meliputi wawancara, penelitian 
dokumen atas semua prosedur di atas. 
 
4 HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
4.1    Hasil Penelitian 
Dalam penyusunan laporan 
keuangan fiskal, Wajib Pajak harus 
mengacu kepada peraturan perpajakan, 
sehingga laporan keuangan komersial yang 
dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan 
atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih 
dahulu sebelum menghitung besarnya 
penghasilan kena pajak. Perbedaan cara 
pengukuran, konsep, dan pengakuan 
penghasilan dan biaya antara Standar 
Akuntansi Keuangan dengan ketentuan 
perpajakan menyebabkan perlunya 
dibuatnya koreksi fiskal.  
Koreksi fiskal ini dimaksudkan 
agar laba dari laporan komersial dengan 
laporan fiskal dapat disesuaikan untuk 
menghitung besarnya Pajak Penghasilan. 
Koreksi fiskal akibat perbedaan waktu dan 
tetap terdiri atas koreksi positif dan negatif. 
Terdapat jumlah laba yang berbeda setelah 
penyesuaian antara laporan keuangan 
komersial dan fiskal. 
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4.2   Pembahasan 
4.2.1   Penerapan Koreksi Fiskal yang 
Dilakukan oleh Perusahaan 
Penulis melakukan observasi dan 
wawancara langsung mengenai pos-pos 
yang ada laporan keuangan sehingga 
memperoleh keterangan terdapat pos-pos 
yang dapat dikoreksi sebagai berikut: 
1.  Biaya BBM 
Perusahaan melakukan penggantian BBM 
kepada karyawan perusahaan yang 
berhubungan dengan kegiatan perusahaan, 
pemberian ini diberikan kepada karyawan 
perusahaan yang mencapai minimal level 
manajer. Penggantian BBM ini hanya 
diberikan bila karyawan perusahaan yang 
menikmati fasilitas ini dapat memberikan 
bukti pendukung atas BBM yang 
dikeluarkan karyawan sehariharinya,atas 
bukti yang disertakan karyawan tersebut 
perusahaan dapat menjadikan biaya tersebut 
sebagai deductible expense, namun bila 
tidak terdapat bukti yang cukup maka biaya 
tersebut harus dikoreksi fiskal karena 
menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh 
1984 yang sebagaimana telah dirubah 
menjadi UU PPh No. 36 Tahun 2008, 
pemberian kenikmatan atas penggantian 
atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan 
tidak dapat dijadikan pengurang dalam 
penghasilan bruto perusahaan. Oleh karena 
itu, perusahaan melakukan koreksi fiskal 
positif atas biaya BBM sebesar Rp. 
3.816.960,00. 
1. Biaya Sumbangan 
   UU PPh No. 36 Tahun 2008, 
harta yang dihibahkan, bantuan atau 
sumbangan tidak dapat dijadikan biaya 
pengurang penghasilan bruto, kecuali yang 
diatur dalam PMK atau KMK seperti 
Peraturan Menteri Keuangan No. 
609/PMK.03/2004 yang menyatakan 
sumbangan yang dapat dijadikan 
penghasilan bruto. Perusahaan harus 
mengkoreksi positif biaya sumbangan 
sebesar Rp 6.029.000,00. 
2.   Biaya entertaint 
Biaya entertainment dalam 
perusahaan ini tidak melampirkan SPT 
tahunan karena Wajib Pajak harus dapat 
membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut 
telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan 
benar ada hubungannya dengan kegiatan 
perusahaan untuk mendapatkan, menagih 
dan memelihara penghasilan perusahaan 
(materiil) dengan melampirkan pada Surat 
Pemberitahuan Tahunan Tahun 2011 daftar 
nominatif sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) 
huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 
No.36 Tahun 2008 tentang Biaya 
"entertainment". Sehingga dilakukan 
koreksi positif sebesar Rp 13.039.400,00. 
3. Biaya Rupa-rupa 
 Terdapat perbedaan antara Standar 
Akuntansi keuangan dan  Undang-Undang 
Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, 
biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung 
terhadap operasional perusahaan, tidak 
dapat dijadikan pengurang penghasilan 
bruto. Perusahaan  harus melakukan koreksi 
positif atas biaya ini sebesar Rp 13. 
634.180,00. 
4. Biaya Pengobatan 
Biaya pengobatan yang diberikan 
kepada karyawan yang ditanggung oleh  PT 
Anugerah Mega Lestari merupakan biaya 
yang tidak diperkenankan sebagai biaya 
pengurang penghasilan bruto. Hal ini 
dikarenakan pemberian natura kepada 
karyawan perusahaantidak diperkenankan 
dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 
Pasal 9 ayat (1). Dalam hal ini perusahaan 
melakukan koreksi positif atas biaya ini 
sebesar Rp 12.092.000,00.  
 
4.2.2   Pos-pos yang dapat  di  Koreksi  
dalam  Meminimalisir Pajak Terutang  
Salah satu langkah perencanaan 
pajak dengan melakukan tax avoidance, 
yaitu upaya wajib pajak untuk tidak 
melakukan perbuatan yang dikenakan pajak 
atau upaya-upaya yang masih dalam 
kerangka ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan untuk memperkecil 
jumlah pajak yang terhutang. 
Peneliti melakukan koreksi fiskal 
atas biaya-biaya dibawah ini : 
a. Biaya Makan/Minum 
  Perusahaan tidak memberikan 
uang makan siang ataupun tunjangan beras 
kepada karyawan, tetapi perusahaan 
memberikan makan dan minum bersama 
bagi karyawan. Pemberian makan bersama 
bagi karyawan bukan merupakan Objek 
Pajak PPh Pasal 21 karena makan bersama 
merupakan pemberian dalam bentuk natura. 
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b.  Biaya Rupa-rupa 
Dalam hasil wawancara penulis 
dengan staf  keuangan PT. Anugerah Mega 
Lestari diketahui bahwa biaya lain-lain 
yang dikoreksi perusahaan dalam biaya 
umum dan administrasi merupakan biaya 
berupa gift yang diberikan perusahaan 
kepada konsumen/pelanggan tetap 
perusahaan, hal ini dimaksudkan agar 
jalinan hubungan kerjasama antara 
perusahaan dengan konsumen/pelanggan 
perusahaan dapat terjalin dengan baik dan 
berlangsung terus menerus. Biaya tersebut 
sejumlah Rp. 3.200.000,00. Biaya rupa-
rupa juga meliputi biaya perizinan yang 
terjadi selama tahun berjalan, dan biaya 
perlengkapan kantor  pada dalam 
melaksanakan kegiatan operasional. Hal ini 
terbukti dengan adanya bukti-bukti dari 
pembelian pada biaya-biaya tersebut. 
Peneliti melakukan koreksi dari biaya rupa-
rupa sebesar Rp 13.634.180,00 - Rp 
3.200.000,00 = Rp 10.434.180,00. 
c.     Biaya pengobatan 
   Perusahaan dapat mengikutsertakan 
karyawannya dalam asuransi kesehatan 
untuk meminimalisir pajak terutang 
perusahaan. Biaya asuransi yang 
dikeluarkan oleh perusahaan menurut UU 
PPh No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) 
huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya. 
Apabila ternyata kemudian ada pembayaran 
santunan asuransi menurut Keputusan 
Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP – 
281/PJ/1998 tentang Objek Pajak 
Penghasilan pasal 21 yang merupakan 
penghasilan yang dikecualikan, penerimaan 
ini bukan penghasilan yang dikenakan 
pajak. Dengan demikian, perusahaan yang 
membayar santunan asuransi tidak 
memotong pajak penghasilan karyawan. 
Sehingga tidak perlu dilakukan koreksi 
positif sebesar Rp 12.092.000,00. 
  
5  PENUTUP 
5.1   Kesimpulan  
 Terdapat perbedaan tetap antara 
Standar Akuntansi Keuangan dan undang-
undang perpajakan dalam pengakuan biaya 
pada perusahaan. Adanya perbedaan jumlah 
laba sebelum pajak antara laporan keuangan 
komersial dan laporan keuangan fiskal. 
Tidak diakuinya biaya-biaya dalam 
perpajakan membuat laba kena pajak 
semakin besar hal ini membuktikan 
semakin membesar pajak terutang 
perusahaan. Dalam meminimalisir pajak 
terutang perusahaan terdapat pos-pos yang 
dapat dilakukan koreksi atas biaya yang 
terjadi pada perusahaan. Strategi 
perencanaan pajak yang digunakan  tax 
avoidance, yaitu upaya wajib pajak untuk 
tidak melakukan perbuatan yang dikenakan 
pajak atau upaya-upaya yang masih dalam 
kerangka ketentuan peraturan undang-
undang perpajakan untuk memperkecil 
jumlah pajak yang terutang. Biaya tersebut 
meliputi: biaya makan, biaya rupa-rupa dan 
biaya pengobatan. 
 
5.2   Saran 
Penulis juga menyarankan agar 
pada biaya entertainment dalam perusahaan 
ini dapat melampirkan SPT daftar normatif 
karena Wajib Pajak harus dapat 
membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut 
telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan 
benar ada hubungannya dengan kegiatan 
perusahaan untuk mendapatkan, menagih 
dan memelihara penghasilan perusahaan 
(materiil) dengan melampirkan pada Surat 
Pemberitahuan Tahunan Tahun 2011 daftar 
nominatif sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) 
huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 
No.36 Tahun 2008. Hal ini dapat membantu 
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